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ABSTRAK

Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh cukup ramai pemberitaan di berbagai
media sosial terkait kemacetan yang disebabkan oleh angkutan batubara di
Provinsi Jambi hingga menimbulkan korban jiwa, hal ini diakibatkan oleh beban
lalu lintas harian jalan umum yang meningkat. Dari permasalahan tersebut, telah
menyita perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
khususnya Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu kemacetan di jalan raya, kerusakan
jalan umum dan perlunya jalan khusus angkutan batubara. Seharusnya angkutan
batubara memang melalui jalan khusus bukan jalan nasional. Namun, di Jambi
hingga saat ini belum memiliki jalan khusus tersebut. Sehingga angkutan truk batu
bara masih menggunakan jalan umum. Atas dasar latarbelakang tersebut, perlunya
diteliti tentang (a) Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur kewajiban
perusahaan tambang batu bara terkait infrastruktur jalan umum dan jalan khusus di
Provinsi Jambi, (b) Kebijakan Pemerintah Daerah dan akibat hukum dalam
memanfaatkan jalan umum dan khusus terkait transportasi tambang mineral dan
batu bara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bahwa
norma-norma yang mengatur tentang tata kelola sumber daya alam, khususnya
tambang mineral dan batubara, maka hasilnya adalah sebagai berikut: (a) Urusan
pemerintahan di bidang perhubungan dan transportasi yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 khususnya Pasal 12
ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, yang menentukan bahwa urusan perhubungan menjadi urusan pemerintah
provinsi. Kemudian pengaturan tentang urusan jalan umum dan khusus di bidang
pertambangan batubara telah diatur pada PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu
Provinsi Jambi juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13
Tahun 2012 tentang Pengaturan dalam Provinsi Jambi. Peraturan daerah ini
ditetapkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum
tertentu dan jalur sungai dalam pengangkutan batubara yang dipandang dapat
memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dengan tingginya intesitas
pengangkutan batubara secara berkeadilan. (b) Bahwa Peraturan-peraturan
kebijakan merupakan produk hukum yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh
pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan. Kebijakan pejabat administrasi negara kemudian dituangkan dalam
suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi
setiap warga negara). Produk hukum dalam pemanfaatan jalan umum dan jalan
khusus ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2011 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian
jalan, yang kemudian di Provinsi Jambi ditetapkan peraturan daerah yang
mengatur tentang pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi dan pengaturan
tentang penyelenggaraan jalan khusus.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Jalan Umum dan Jalan Khusus,

Angkutan Tambang.
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Regional Government Policy in Utilizing Public Road Infrastructure for
Mineral and Coal Mining Companies in Jambi Province

ABSTRACT

This thesis research was motivated by quite a lot of news on various social media
regarding traffic jams caused by coal transportation in Jambi Province which
resulted in fatalities, this was caused by the increasing daily traffic load on public
roads. These problems have attracted the attention of the government, both the
central government and regional governments, especially the Jambi Provincial
Government, namely congestion on highways, damage to public roads and the
need for special roads for transporting coal. Coal transportation should be via
special roads, not national roads. However, Jambi currently does not have this
special road. So coal trucks still use public roads. Based on this background, it is
necessary to examine (a) the authority of regional governments in regulating the
obligations of coal mining companies regarding public and special road
infrastructure in Jambi Province, (b) Regional Government policies and legal
consequences in utilizing public and special roads related to mineral and coal
mining transportatio. By using normative juridical research methods, the norms
governing the management of natural resources, especially mineral and coal
mining, the results are as follows: (a) Government affairs in the field of
transportation and transportation which are the authority of the regional
government are as regulated in Article 12, especially Article 12 paragraph (2)
letter i of Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which
determines that transportation matters are the business of the provincial
government. Then the regulations regarding general and special road matters in
the coal mining sector have been regulated in PP Number 96 of 2021 concerning
the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. Apart from
that, Jambi Province has also issued Jambi Province Regional Regulation
Number 13 of 2012 concerning Regulations in Jambi Province. This regional
regulation was established to regulate matters relating to the use of certain public
roads and river routes in transporting coal which is deemed to provide solutions
to problems that arise with the high intensity of coal transport in a fair manner. b)
That policy regulations are free legal products stipulated by state administration
officials in the context of carrying out government tasks. The policies of state
administration officials are then outlined in a certain format so that they can be
applied generally (apply equally to every citizen). Legal products regarding the
use of public roads and special roads are stipulated in the Minister of Public
Works Regulation Number 20/PRT/M/2011 concerning guidelines for the
utilization and use of road parts, which then in Jambi Province regional
regulations are stipulated which regulate the transportation of coal within Jambi
Province and regulations regarding the operation of special roads.

Keywords:  Government Policy, Public Roads and Special Roads, Mining
Transport.
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